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Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Mantan Kadinsos Makassar 

Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Bansos COVID-19 

 

Sumber gambar: 

https://www.kabarmakassar.com/news/mantan-kadinsos-makassar-ditetapkan-tersangka-

dugaan-korupsi-bansos-covid-19  
 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulse), 

menetapkan mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar, berinisial MT dalam perkara 

dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) bantuan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19 

di Kota Makassar lalu. 

Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkapkan bahwa kasus 

tersebut masuk dalam dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, terkait pengadaan 

barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan siaga darurat COVID-

19 tahun 2020 lalu. 

“Ada (tersangka) mantan (Kadinsos). Sementara itukan penyalahgunaan anggaran 

covid itu, yang harusnya dibelikan alat kesehatan,” kata Dedi di Mapolda Sulsel, Selasa 

(12/11). 

Sementara ini, Dedi mengatakan bahwa tersangka dalam kasus penyalahgunaan 

anggaran covid-19, baru satu yang diamankan, selanjutnya akan ada penetapan tersangka baru. 
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Karena masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keungan 

(BPK). 

“Ada yang nunggu ngantri perhitungan kerugian negara, ada yang baru naik sidik, 

kategori yang tadi baru naik sidik berarti sudah ada tersangkanya,” ujarnya. 

“Indikasi ada beberapa orang terapi belum pasti betul kalau naik sidik, kalau kita 

tetapkan tersangka itu setelah kerugian negaranya dari BPK keluar, jadi pihak yang bisa 

dimintai keterangan,” bebernya. 

Sementara pasal yang disangkakan yaitu. pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 undang-undang 

ri no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan undang-undang ri no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no.31 

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-satu 

kuhpidana. 

Dengan hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup 

pada kondisi darurat, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. 

“Kalau covid-19 itu kondisi darurat, hukumannya bisa seumur hidup,” tandasnya. 

Sekedar informasi, Kasubdit III Tipikor Polda Sulsel, Kompol Hendrawan 

mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), 

kerugian negara akibat dugaan mark up bansos Covid-19 mencapai Rp 5,2 Miliar. “Sudah ada 

(hasil audit BPK) Rp 5,2 miliar,” kata Hendrawan pada (01/09) tahun lalu. 

Sementara dalam sumber yang berbeda, disebutkan juga, Kapolda Sulsel Irjen Pol 

Yudhiawan membeberkan modus operandi 21 pelaku korupsi yang terlah ditetapkan sebagai 

tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Selasa (12/11/2024). 

21 tersangka itu, terlibat dalam tiga jenis korupsi yang berbeda. Mulai dari pengerjaan 

fisik atau proyek, kejahatan perbankan hingga penyalahgunaan wewenang atau jabatan. 

Di sektor pengerjaan proyek, ada kasus korupsi pembangunan jalan ruas Sabbang-

Tallang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 kilometer. 

Proyek itu dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020. 
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Kemudian, korupsi pembangunan Pasar Labukkang pada Dinas Perdagangan Kota 

Parepare Tahun Anggaran 2019. 

"Modus operandinya yaitu meminjam pakai perusahaan, PPK dan PPTK tidak 

melakukan pengendalian kontrak, mengubah spesifikasi di lapangan," ungkap Yudhi 

didampingi Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi. 

"Tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi 

pekerjaan, dan penggunaan personal manajerial tidak sesuai dengan kontrak," 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.kabarmakassar.com/news/mantan-kadinsos-makassar-ditetapkan-

tersangka-dugaan-korupsi-bansos-covid-19, 12 November 2024. 

2. https://makassar.tribunnews.com/2024/11/12/daftar-11-kasus-korupsi-

diungkap-polda-sulsel-identitas-21-tersangka-diumumkan-irjen-yudhiawan, 

12 November 2024. 

 

 

Catatan Berita: 

 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
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merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 

 

3. PUTUSAN Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang 

berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini 

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, 

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan 

tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

4. PUTUSAN Nomor 25/PUU-XV/2016 menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
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juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, 

yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 

III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan 

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya 

pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau b. memberi sesuatu 

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan 

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan 

dalam jabatannya 

 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) 

yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau 

huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana 

denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. 

 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 

22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 


